
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 1 9  TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZIRAN PADA

DINAS PEN ANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,
Menimbang :  a .  bahwa pelaksanaan per iz inan s e l a m a  i t ' l l  y a n g

dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah, b e l u m  i n a m p u  m e m e n u h i  k e b u t u h a n
masyarakat, u n t u k  i t u  diperlukan adanya sebuah
organisasi perangkat daerah yang khusus menangani
masalah perizi-nan sehingsa prcrses pernbeTian izin dan
rekomendasi kepada masyarakat a tau badan hukum
dapat terlayani dengan baik;

h. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengalihkan
beberapa jenis perizinan yang  dikelola oleh beberapa
SKPD untuk didelegasikan kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banggai Laut;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai
prosedur pelayanan dan jenis penzinan dan non perizinan
yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rrangepi Iaiir ,
perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ,  huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Perizinan
dan Non Perizinan p a d a  Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat 1 .  Undang-Undang N o m o r  2 5  Ta h u n  2 0 0 9  ten tang
Pelayanan ( i e r n i - z r v i n MeV ra Rep-bIlk



2. Undang-Undang N o m o r  5  T a h u n  2 0 1 3  t e n t a n g
Pembentukan Kabupaten Ba.nggai L a u t  d i  Provinsi
Sulawesi Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 3  Nomor 2 0 .  Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  ten tang
Pemerintahan D a e r a h  (Lembaran Negara  Republ ik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairriana
telah diubah. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015  tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 3  Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Preside!! Norncr 9 7  Tc...hun 2 0 1 4  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedornan Penyelenggaraan Prlayanan Terpadu
Satu Pintu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut  Nomor 7
Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan d a n  Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kgibufatten Bariggdi Laut NU111O1 21).

MEMUTUSICAN:
Mcnetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

PERIZINAN D A N  N O N  P E R I Z I N A N  P A D A  D I V A S
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I
KETENTUILI:

nasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut;
2. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  sebaga i  u n s u r

penyelenggara Pemerintahan D a e r a h  y a n g  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
claerah otonom;

3. Bupan adalah Bupati Banggai
4. Sekretaris D a e r a h  adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Banggai Laut;
5. D i n a r  Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang selancutnya disintkat dengan DPMPTSP adalah dinar



I

memeriksa ke lengkapan b e r k a s ,  d a n  m e m p r o s e s
permohonan sampai diterbitkannya =in;

6. Kepaia Dines adalah Pejabat yang dibenkan wewenang untuk
menglcoordinasilcan segala kegiatan yang berkaitan dengan
pelayanan perizinan dan rekomendasi kepada masyarakat:

T  Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil dan instansi yang
bemangkutan d a l a m  mena_n_gani p r o s e s  p e l a y a n a n
perizinan dan rekomendasi;

8. T i m  teknis adalah t i m  yang dibentuk oleh Bupati dan
berwenang untuk melakukan venifikasi berkas, menyusun
pertirnbangan teknis, peninjauan lapangan, pengukuran, dan
penetapan besarnya retribusi ser ta  menentukan l ayak
ridaknya diberikan izin;

9. Kas  daerah adalah K a s  Pemerintah Kabupaten Banggai
Laut;

!0. Rc..tributsi Daerah adal. .  yang selartjut.i, a d;sebut retribuai
adalah pungutan  d a e r a h  sebagai  pembavaran a t a s
jasa/pemberian i z i n  d a n  rekomendasi t e r t e n t u  y a n g
khusus disediakan dan/atau diberikan ()Leh pemerintah
daerah untuk kepentingan o r a n g  pribach a t a u  badan
hukum;

adalah surat keterangan yang dipersamakan dengan
itu y a n g  diterbitkan oleh DPMPTSP dan diberikan kepada
Pemobon untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;

12. Rekumendasi a d i d a h  surat  keterangan yang  diterbitkan
oleh DPMPTSP dan atau t im teknis yang diberikan kepada
pcmohon untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;

13. Surat Tanda  Setoran y a n g  selanjutnya disingkat S T S
adalah surat  tanda bukt i  pemhayaran riari wajih retribusi
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi
yang terutang ke Kas Daerah melalui B a n k  y a n g  te lah
ditentukan oleh Bupati.

BABII
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN PADA DPMPTSP

Pastel 2
(1) Perizinan terdin dart .

a. lzin Mendirikan Bangunan ([MB);
b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
c. Izin Trayek,
d. izin Operasi Angkutan Barang;
e. Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat;
1. I z in  Trayek Liner Kapal;
g. fain Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MBI;
h. Surat Izirs L's ;.a P•erdagaitican



i. Surat  Izin Usaha Perikanan (SIUP);
j. Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
k. Izin Usaha lndustri (IUI);
1. I z in  Melakukan Penelitian;
m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
n. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
o. Izin Rumah Pemotongan Hewan;
p. Izin Penangkapan limn;
q. Izin Kapal Pengangkut Man;
r. Izin Penyelenggara Kesehatan;
s. Izin Prinsip Penanaman Modal;
t. Iz in Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
u. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
v. Izin Usaha Penanaman Modal;
w. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
x. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;

y. I z i n  Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
z. I z i n  Usaha Penggahungan Perusahaan Penanaman Modal;
aa. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
bb. Izin lnvestasi.

(2) Non Perizinan terdiri dart
a. pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
b. pelayanan Informasi dan Penanganan Penga.duan;
c. dokumen atau Surat Keterangan tertentu Lainnya yang

dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya
sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN

Paull 3
(1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ,  t idak

diperkenankan lagi untuk dilayani dan diterbitkan oleh unit
kerja teknis.

(21 Setiap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dan
diterbitkan melalui DPMPTSP.

(31 Setiap izin yang dipmses oleh DPMPTSP harus memenuhi
prinsip-prinsip pelayanan publ ik  yaitu sederhana, jelas,
pasti, dan transparan yang berawal dart satu pintu dan
keluar dari satu pintu.



Paul  4
(1) DPMPTSP dalam nielaksanakan tugas  u n t u k  melayani

perizinan sebagaimana thinaksud pada Pasat s e c a r a  teknis
prmberian izin dibedakan atas dua jenis pelayanan yaitu :
a. pelikyanan i z i n  y a n g  t i d a k  rnemerlukan Peninjauan

Lapangan; dim
b. pelayanan inn yang memerlukon Peninjauan Lapangan.

(21 Tim t e k n i s  peninjauan lapangan a d a l a h  t i m  t e k n i s
DPMF'TSP yang terdir i  d a r t  d i v a s  tekn is  y a n g  s u r a t
keputusannya ditandatangani oleh Bupati.

H A S  1 V
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5
(1) Untuk mendapatkan i c l n  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui DPMPTSP d e n g a n  ter lebth  d a h u l u  m e n g i  8i
formulir dan melengkapi persyaratan yang telah disiapkan
oleh DPMPTSP.

(2; DPMPTSP v e u e . . l i t i s i e n  'tics a c a u  peitiyaniutn
Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada  ayat (1) dan
apabila telah memenuht. maka DPMPTSP sesuai S tandar
Oprasional Prosedur masing-messing i n n  setelah menerima
permohonan DPMPTSP m e m p r o s e s  i z i n  h i n g g a
diterbitkannya surat  i z in  d e n g a n  menggunakan format
yang disediakan oleh DPMPTSP_

(3) Perizinan yang memerlukan survey lapangan tzin diterbitkan
paling lambat 14 (empat betas) han ker3a.

Faisal 6
(1) Tim Teknis DPMPTSP melakukan peninjauan lapangan atas

permohonan Pemohon y a n g  t e l a h  memenuh i  s y a r a t
sehagaimana di  s u r f .  dalam PRA 5 v a t  (11_

(21 Hasil Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I )  dituangkan d a l a m  b e r i u i  a c a r a  peninjauan
lapangan y a n g  rnerupakan s a l a h  s a n s  l a m p i r a n
rekomendasi.

(31 Tim Teknis DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi selambat-
lambatnya 3  (tiga) han kerja setelah disampaikan kepada
kepala DPMPTSP mengenai kelengkapan syarat  t e k n i s
untuk penerbitan i z innya  s e r t a  penetapan besaran
Punggutan dan daaar pengenaan retribuai dacrah.

(4) Apabila d a l a m  Batas w a k t u  y a n g  t e l a h  di tentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengetuarkan
rekomendasi, maka Kepala DPMPTSP memanggit um Teknis
untuk diminta penjelasannya te'rkait rekomendass yang belum
... •



Pass] 7
(1) Seteiah mendapatkan rekomendasi dar i  insransi tericart

Kepala DPMPTSP menyampaikan secara langsung kepada
Pemohon u n t u k  memenuhi  kewajibannya membayar
pungutan clan dasar pcngenaan retribusi daerah.

12) Berdasarkan penyampaian. tersebut seba€aimana dimaksud
pada ayat (1)  Pemohon memenuhi kewajibannya dengan
rnembayar b i a y a  i z i n  dengan  menyetorkanny a p a d a
Bendahara Penenmaan PA D  atau rnelalui B a n k  dalam
bentuk STS.

(3) STS dibuat dalam 5 (hma) rangkap yang digunakan untuk
a. satu  untuk pihak Bank;
b. satu untuk kas daerah;
c. fungsi Pe m bukuan / Ak u n tan si;
d. satu tintuk Pert:of:on; dar
e. sa tu  untuk DPMPTSP.

(4) Bukti pembayaran  i z i n  sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam bentuk STS, selanjutnya diserahkan kepada
DPMPTSP sebagai bukti untuk pengarnbilan

(5) Izin sebagaimana dimakaud pada ayat (4) diterbitkan dalam
rangkap 3 untuk kepenting,an :
a. ash  untuk Pemohon yang bersangkutan;
b. salinan Saw untuk Dinas Teknis yang bersangkutan; dan
c. D u a  untuk cubit).

BAB V
BENTUK NASKAH REKOMENDASI DAN IZIN

Pasal 8
(1) Rekomendasi diket ik diatas kertas k o p  DPMPTSP yang

ditunjukkan kepada Penanggungjawab D P M P T S P yang
memuat :
a. gientitas pemohon;
b. kelengkapan berkas administrasi;
c. berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL); dart
d. bukt i  tunas retribusi.

(2) Bentuk. Naskah Rekom•tnciasi. mehagaimana dimaksud par.ia.
ayat (1) diserahkan pada maaing-masing instansi teknis.

Pasal 9
(1) Bentuk naskah i z in  terdiri dari bagian depan dan bagian

belakang yang memuat :
a. Bagian depan yaitu :

1. lambang kabupaten Banggai Laut p a d a  nisi k a n a n
kop (sesuai aturan yang berlakul;

2. k:.:p na3kah )L.IFTSP.,



3. alamat dan kode pos;
4. d u a  buah garis lurus dibawah kop naskah DPMPTSP,

yang dimana garis pada bagian bawah iebih besar
dibandingkan garis pada b a g i a n  a t a s  d e n g a n
perbandingan 3 : 2:

5. nomor Seri Naskah;
6. nomor Izin:
7. narna lzin;
8. dasar hukum izin;
9. identitas pemegang izin;
10. peruntukan izin;
11. masa berlaku izin;
12. foto chri pemegang izin;
13. pejabat penanda tangan izin;
14. tembusan; dan
15. Intnr be'xica.ng lambang Kabupaten Bangisi Laut.

b. Bagian belakang memuat ketentuan perundang-undangan
yang harus dipatuhijdipenuhi oleh pemegang izin.

(2) Warna bahan dasar naskah izin. adalah
a. as l i  untuk Pemohon berwama
b. salinan 1  (lembaran 1 )  untuk D i n a s  Teknis berwarna

merah jambu; dan
c. salinan 2 (lembaran 2) untuk arsip berwarna putih.

(3) Guna mernberilcan ciri khas khusus pada setiap naskah izin
diberikan perbetlaali warna pada Kop DPMPTSP yang bagi
menurut messing-masmg u n i t  kerja sesua i  Keputusan
Bupati. dengan Tatar belakang Lambang Banggai Laut.

(4) Khusus u n t u k  S u r a t  I z i n  U s a h a  Perdagangan (SIUP)
pengaturan sebagai berikut :
a. warna dasar bahan naskah czin usaha perdaganggan

adalah :
1. Naskah Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil berwarna

putih;
2. Naskah Iz in  Usaha Perdagangan (SWOP) Menengah

berwarna biru; dan
3. Naskah l z i n  U s a h a  Perdagangan (SIUP)  B e s a r

berwarna merah, kuning.
b. ttiliqan pada  k o p  !PM. P .  bingkai format iz in  dan

later belakang Lambang Banggai Laut pada  naskah izin
usaha perdagangan berwarna hitam.

(5) Bahan Naskah Rekomendast Ash untuk Pemohon
a. bahan berjenis kertas HVS;
b. bahan rnempunvai berat 70  gram; dan
c. bahan berukuran folio (21.5 cm x 33 cm).

(6) Bahan Naskah Izin Asti untuk Pemohon
a. bahan berjents kertas hardcover potos;

beraz. dan



Pasal 10
(I) Nomor Seri Na skah izin berupa riga bagian yang terchri

dari Dua angka yang menunjukan kode izin, bagian k e
kedua terdiri atas l ima angka yang menunjukan urutan
keluaran w a t t ,  bagian ketiga terdiri a tas empat angka
yang menuniukan tahun berjalan izin

(2) Nomor Seri  I z i n  ditentukan berdasarkan i z i n  yang
dikeluarkan oleh DPMPTSP.

(3) Bagian Pertama yang menunjukkan kode izin.
(4) Nomor Register Izin ditentukan oleh DPMPTSP.

BAH V I
KETENTUAN LAIN -  LAIR

Pasal 11
(1) Biaya tzin yang telah disetorkan k e  kas  Daerah oleh

pemohon mela lu i  Bendahara Penerimaan a t a u  B a n k
merupakan realisasi t a r g e t  pendapatan masing-masing
Dinas Teknis berdasarkan da ta  besarnya pungutan yang
telah d i t e t a p k a n ,  yang  merupakan lampiran d a l a m
rekomendasi d a n  Dinas Teknis masing-masing.

(2) Berdasarkan Laporan secara periodik y a n g  disampaikan
ke Kas Crarralt, in aka D P W -TS? melaporkan secara tertuiis
kepada Bupati. realisasi pendapatan yang diterirna oleh Kas
Daerah berdasarkan d a t a  besarnya pungutan y a n g
terlampir d a l a m  rekomendasi /pengantar S T S  d a n
tembusannva disampaikan kepada masina-masing Dinas
Teknis untuk dicantumkan wbagai pendapatan dari Dinas
Teknis terkait.

(3) DPMPTSP w a j i b  melaporkan d a l a m  b e n  tuk t e r t u l i s
pelalcsanaan kewenangan pendelegastan pcnandatanganan
izin dimaksud a y a t  (1 )  dt atas kepada Bupati sekurang-
kurangnya 1 (sate) kali dalam 3  (tign) bulan tembusannya
disampaikan kepada masing-masing
a. waki l  Bupati Banggai Laut;
b. sekretaris Daerah_ Kabupaten Etangza.i .asIt• Anin
c. u n i t  Kerja teknis terkait.



BAB V I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupab ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturart Bupati  i n i  dengan penempatannya dalam Berita
Daerah kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 2 - 0  tvlettrxi- 2 -0  let

413UPATI BANGGAI LAUT,

DiundEtngkan di Banggai
pada tanggal 1 0  Mitre{  1 7

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

7114ANUDDIN hiAStrErlek

BERITA DAERAII KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017  NOMOR 19


